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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN 

SARANA PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

PETANI PERKEBUNAN KELAPA OLEH DINAS PERKEBUNAN 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

Oleh: 

 

MUHAMMAD OLIF PASHA 

NIM. 11970514739 

 

Abstrak : 

 

Pertanian memiliki peranan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup 

masyarakat di indonesia. Maka perlu di perhatikan kebijakan kebijakan yang ada 

agar hasil pertanian di indonesia lebih maju dan meningkat. Masalah pokok yang 

timbul dari kesenjangan pembangunan tersebut terutama dalam hal pendapatan. 

Pendapatan hingga saat ini masih menjadi tolak ukur bagi kesejateraan dan status 

sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Program 

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian untuk peningkatan kesejahteraan 

petani perkebunan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir serta 

mengetahui tingkat produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan 

pangsa pasar perkebunan kelapa Kabupaten Indragiri hilir. Tipe penelitian ini 

deskriptif kualitatif melalui tekhnik pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi. Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara, 

studi dokumentasi, dan observasi yang peneliti lakukan mengenai 

pengimplementasian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana melalui 

Teori Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, maka 

dapat disimpulkan bahwa tujuan pengimplementasian Program Penyediaan dan 

Pengembangan Sarana Pertanian belum tercapai sepenuhnya secara angka. Namun 

tidak dapat dipungkiri dampak program penyediaan dan pengembangan sarana 

pertanian bagi petani kelapa sudah cukup terasa dan membawa dampak positif 

bagi masyrakat Indragiri Hilir. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pembangunan, Program Pengembangan, Pertanian 

dan Perkebunan, Kesejahteraan 
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM FOR THE PROVISION AND 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL FACILITIES TO IMPROVE 

THE WELFARE OF COCONUT PLANTATION FARMERS BY THE 

INDRAGIRI HILIR DISTRICT PLANTING OFFICE 

 

By : 

 MUHAMMAD OLIF PASHA 

NIM. 11970514739 

 

Abstract: 

Agriculture has a very big role in the survival of society in Indonesia. So it 

is necessary to pay attention to existing policies so that agricultural output in 

Indonesia is more advanced and increases. The main problem that arises from the 

development gap is mainly in terms of income. Until now, income is still a 

benchmark for people's welfare and social status. This research aims to determine 

the implementation of the Program for the Provision and Development of 

Agricultural Facilities to improve the welfare of plantation farmers by the 

Plantation Service of Indragiri Hilir Regency and to determine the level of 

production, productivity, quality, added value, competitiveness and market share 

of coconut plantations in Indragiri Hilir Regency. This type of research 

qualitative descriptive through data collection techniques using observation, 

interviews, documentation. Based on the description of the research results in the 

form of interviews, documentation studies, and observations conducted by 

researchers regarding the implementation of the Program for the Provision and 

Development of Facilities through Implementation Theory according to Daniel A. 

Mazmanian and Paul A. Sabatier, it can be concluded that the objectives of 

implementing the Program for the Provision and Development of Agricultural 

Facilities have not been achieved completely numerically. However, it cannot be 

denied that the impact of the program to provide and develop agricultural 

facilities for coconut farmers has been quite felt and has had a positive impact on 

the people of Indragiri Hilir. 

 

Keywords: Implementation, Development, Development Program, Agriculture 

and Plantation, Welfare 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar 

biasa karena Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan 

tinggi dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang membuat tumbuhan 

tumbuh subur kemudian memiliki banyak pegunungan yang kaya akan mineral 

dan memiliki perairan yang luas yang kaya akan hewan laut dan juga Indonesia 

memiliki tanah subur yang melimpah. Dengan kekayaan alam yang melimpah 

terutama di bidang pertanian membuat Indonesia dikenal sebagai negara agraris 

karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki propesi sebagai petani atau 

bercocok tanam dan Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk 

pertanian tropis. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, 

antara lain kelapa dalam, kelapa sawit, karet, sagu, tembakau, kapas, kopi, tebu, 

teh, pinang, dan masih banyak lagi (Azizah, 2020). 

Sektor pertanian saat ini masih menjadi sorotan utama di Indonesia. Baik 

dari segi produksi, lahan, kualitas, hingga keadaan petaninya. Sektor pertanian di 

Indonesia masih mejadi sektor utama dalam pembangunan perekonomian, hal ini 

dikarenakan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cukup besar. Selain itu, 

penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian pun terbilang cukup tinggi. Oleh 

arenanya pemerintah terus meningkatkan upaya pembangunan pertanian 

(Sulistyowati Lies, 2019). 
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Kualitas petani di Indonesia masih terbilang kurang, terlebih petani di 

Indonesia kebanyakan sudah berusia lanjut sehingga kemampuannya dalam 

bekerja semakin berkurang. Dengan kurangnya kualitas petani yang baik di 

Indonesia mengakibatkan minimnya pendapatan yang diperoleh petani, dengan 

minimnya pendapatan yang diterima oleh petani dari sektor pertanian ini 

mengakibatkan kesejahteraan petani terbilang masih rendah. Apabila 

kesejahteraan petani rendah, maka petani tersebut termasuk kedalam golongan 

masyarakat miskin, sehingga tidak heran jika kebanyakan di Indonesia, 

masyarakat miskin didominasi oleh petani yang berada di perdesaan (I Made 

Suryana, 2016). 

Dalam konsep negara agraris, sektor pertanian memegang peranan yang 

sangat penting terhadap taraf kehidupan masyarakat. Kehidupan yang baik 

merupakan tujuan yang utama dari petani yang mana bergantung dari pendapatan 

yang diperoleh dari hasil panen, akan tetapi pada kenyataan yang ada dilapangan 

banyak petani yang mempunyai penghasilan rendah sehingga sangat berpengaruh 

terhadap kesejahteraan para petani tersebut. Pembangunan dalam sektor pertanian 

jadi sangat penting dikarenakan banyak masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya di bidang ini khususnya daerah pedesaan. Salah satu daerah yang 

mengembangkan sektor pertanian adalah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 

(Sari, 2021). 

Pertanian memiliki peranan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup 

masyarakat di indonesia. Maka perlu di perhatikan kebijakan kebijakan yang ada 

agar hasil pertanian di indonesia lebih maju dan meningkat.Tentunya sebagai 
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sebuah negara kepulauan, indonesia memiliki banyak Provinsi dengan segala 

keberagamannya, salah satunya ialah provinsi Riau. Provinsi ini memiliki 

kekayaan alam yang luar biasa banyak, sehingga di berikan hak otoritas yang di 

khususkan. Kekayaan alam yang di miliki oleh Riau adalah dalam sektor 

pertanian. 

Masalah pokok yang timbul dari kesenjangan pembangunan tersebut 

terutama dalam hal pendapatan. Pendapatan hingga saat ini masih menjadi tolak 

ukur bagi kesejateraan dan status sosial masyarakat. Perbedaan yang terlalu 

timpang akan menimbulkan masalah-masalah sosial ditengah-tengah masyarakat. 

Dalam konteks pembangunan, ketimbangan distribusi pendapatan akan 

menghambat pembangunan nasional. Karenanya redistribusi pendapatan harus 

terlaksana secara lebih adil (Riswanto, 2019). 

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah yang 

mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa yang 

dimana komiditi ini mempunyai potensi menjadi perkebunan kelapa terbesar di 

dunia. Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Inhil bermata pencarian sebagai 

petani sebanyak 70%. Perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil secara 

umum merupakan kelapa rakyat dengan luas 461.310 hektar dengan potensi 

sebanyak 592.81 ton Kopra/ Tahun. Provinsi riau memiliki area perkebunan 

kelapa yang cukup luas, kurang lebih 579.399 sekitar 80% berada di Kabupaten 

Inhil (BPS Kabupaten Inhil, 2021). 

Subsektor pertanian kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah 

satu tulang punggung perekonomian bagi masyarakat. Saat ini petani kelapa di 
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Indragiri Hilir Provinsi Riau sangat bergantung pada pihak tengkulak atau 

pedagang pengumpul yang menampung hasil dari pertanian kelapa di wilayah 

tersebut. Adapun alasan yang menyebabkan petani tidak melakukan pemasaran 

langsung ke perusahaan dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki petani 

seperti sarana prasarana yang kurang memadai. Pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hilir saat ini belum mengeluarkan kebijakan khusus mengenai pertanian kelapa 

dan terlalu membiarkan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri untuk 

membuat kebun sendiri bagi pasokan bahan baku industrinya. Pihak perusahaan 

mampu mandiri dengan hasil pertanian kelapa sebagai bahan baku industrinya. 

Perusahaan juga bebas untuk menekan harga pembelian hasil petani 

sehingga mengakibatkan harga tidak stabil. Sementara itu, pemerintah daerah baru 

menerbitkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 dalam pasal 3 

menyatakan bahwa tata jual beli kelapa di daerah bermaksud untuk menjaga 

ketetapan harga kelapa pada tingkat yang wajar, memperkuat peran pengusaha 

kelapa sebagai pedagang perantara, menjaga stabilitas pasokan bahan baku 

industri kelapa daerah (Saputra, 2022). 

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah sentra penghasil 

kelapa di Indonesia, serta berpotensi menjadi hamparan kebun kelapa terluas di 

dunia.Di Kabupaten Indragiri Hilir pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya 

dari lahan lahan yang semula hutan rawa-rawa gambut. Kontribusi perkebunan 

kelapa dari INHIL menjadikan Indonesia secara keseluruhan sebagai sentra 

perkebunan kelapa terbesar didunia. Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas 

di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektar yang tersebar di 
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kepulauan kelapa. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa yang cukup 

luas, kurang lebih 579.399 hektar, sekitar 80 % berada di kabupaten Indragiri Hilir 

(Ariana, 2016). 

Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya 

kesejahteraan Petani Kelapa karena hampir 70% mata pencaharian masyakarat 

kabupaten Indragiri Hilir adalah petani kelapa. Para petani kalapa menjerit dan 

mengeluh dengan harga kelapa yang tidak sesuai dengan perkiraan mereka, karena 

saat harga kelapa turun maka perekonomian di Indragiri Hilir otomatis akan ikut 

turun hal ini juga berpengaruh terhadap pendidikan anak para petani kelapa yang 

harus terancam berhenti sekolah karena kekurangan biaya untuk melanjutkan 

pendidikannya dan juga banyak petani kelapa yang terlilit hutang karena tidak ada 

modal untuk memperbaiki perkebunan kelapa mereka. 

Adapun tingkat kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir 

dapat dilihat dari Indikator Nilai Tukar Petani. Dimana Nilai Tukar Petani adalah 

perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang 

dibayar petani dalam presentase, yang mana nilai tukar petani juga merupakan 

suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau 

kemampuan daya beli petani (Anggrain, 2019). 
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Tabel 1.1 

Data Kelompok Tani Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021-2022 

 

No Kecamatan Jumlah 

2021 2022 

1 Enok 170 185 

2 Concong 45 68 

3 Pelangiran 112 127 

4 Kateman 57 67 

5 Gaung 92 107 

6 Tempuling 158 160 

7 Kempas 116 117 

8 Kemuning 154 170 

9 Batang Tuaka 124 145 

Jumlah 1.028 1.146 

Sumber: Data Terpilah Gender Dinas Perkebunan, 2022 

Dari data diatas dapat dilihat jumlah untuk tahun 2022 kelompok tani 

perkebunan mengalami jumlah peningkatan kelompok tani. Hal ini menunjukan 

bahwa kesadaran akan masyarakat terhadap status kelompok sudah meningkat 

dibanding tahun sebelumnya. Kelompok tani yang tidak aktif itu merupakan 

kelompok tani yang hanya mengharapkan bantuan. Apabila tidak mendapat 

bantuan maka kelompok tani tersebut tidak bergerak ataupun melakukan aktivitas 

kelompok tani. Dari permasalahan tersebut maka Dinas Perkebunan melalui 

program penyediaan dan pengembangan sarana memberikan pendamping dan 

pembinaan untuk kelompok tani yang ada. Baik berupa pendampingan tentang 

permasalahan tanaman perkebunan yang ada pada petani tersebut ataupun masalah 

pembinaan kelompok. 
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Menurut data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil dikatakan bahwa 

perkebunan kelapa yang ada di Inhil terluas di dunia dan 80 persennya adalah 

milik masyarakat setempat mencapai 431.000 hektare, disisi lain perkebunan 

kelapa saat iniyang mengalami kerusakan telah mencapai 100.000 hektar. 

Tabel 1.2 

Jumlah Petani Pemilik Tanaman (KK) 

 

Kabupaten Jumlah Petani Pemilik Tanaman (KK) 

2020 2021 2022 

Indragiri Hilir 81,018 81,177 81,198 

Sumber : Bps Kabupaten Indragiri Hilir, 2020 

 

Untuk diketahui, berdasarkan data dari panitia pelaksana (data BPS), 

jumlah petani pemilik tanaman (KK) di Inhil di tahun 2020 berjumlah 81,018 

Kartu Keluarga. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 

81,177 Kartu Keluarga, dan ditahun 2022 mencapai 81,198 Kartu Kartu Keluarga 

Rendahnya produktivitas rata-rata kelapa Indragiri Hilir tidak terlepas dari luasnya 

lahan yang tua dan rusak. Saat ini tidak kurang dari 1.035 hektar lahan yang telah 

rusak dan mati akibat terandam air laut sebagai akibat rusaknya tanggul-tanggul, 

prasarana dan sarana penunjang, serangan hama dan masih ada beberapa 

permasalan sesuai fungsi pelayanan OPD. 

Dilihat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan ada 

permasalahan yang terkait dengan bidang prasarana dan sarana adalah masih 

rendahnya tingkat kemampuan petani dalam melakukan perbaikan/pemeliharaan 

sarana, prasarana dan infrastruktur kebun, sementara laju kerusakan kebun justru 



8 

  

 

semakin besar per tahunnya, terdegradasinya kemampuan lingkungan di dalam 

menahan laju infiltrasi (intrusi) air laut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis 

semakin bertambah. Di sisi lain, kemampuan untuk melakukan kegiatan 

penanggulangan kebun yang rusak dan kritis oleh Dinas Perkebunan, dibatasi oleh 

ketersediaan dana dan sumber daya yang ada masih rendah. 

Permasalahan yang terkait dengan bidang perbenihan, produksi dan 

perlindungan, adalah produktivitas kelapa masih rendah dan ketersediaan sarana 

produksi perkebunan, kurangnya pengetahuan petani dalam mengembangan kan 

bibit unggul. Permasalahan yang terkait dengan bidang pengolahan dan 

pemasaran adalah masih kurangnya optimalisasi alat dan mesin pengolahan hasil 

dan penanganan pasca panen perkebunan oleh kelompok tani/kelompok usaha. Di 

sisi lain, pengawasan dan pembinaan terhadap operasionalisasi alat dan mesin 

pengolahan hasil dan penangananpasca panen perkebunan oleh Dinas Perkebunan 

Kabupaten Indragiri Hilir masih belum maksimal. 

Melihat situasi tersebut dibuat sebuah perubahan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang nantinya akan 

menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan 

sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. 

Didalam   RENSTRA (Rencana Strategis ) Terdapat tujuan dan program 

yang akan dilaksanakan masing masing bidang dan bagian lingkungan Dinas 
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Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang didalam RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Antara Lain : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah Kabutapten/Kota. 

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. 

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. 

4. Program Penyuluhan Pertanian. 

Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada Program Penyediaan dan 

Pengembangan Sarana Pertanian karena dalam pengimplementasian program 

tersebut peneliti bisa melakukan observasi lapangan bersama dengan panitia 

pelaksana program tersebut, yang dimana didalam program itu terdapat beberapa 

tujuan antara lain : 

1. Pengawasan dan Pebyediaan Pupuk dan Pestisida Unggul 

2. Optimalisasi Lahan Perkebunan Milik Petani 

3. Penyediaan Alat dan Mesin untuk merawat perkebunan 

Peneliti ingin melihat terkait dengan pengimplementasian kegiatan 

tersebut berjalan dengan lancar atau memiliki kendala kendala tertentu. elama 3 

tahun terakhir luas lahan dan produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir 

mengalami peningkatan produksi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya data 3 

tahun terakhir meningkatnya luas areal lahan dan produksi. 

 

 

 

 



10 

  

 

Tabel 1.3 

Produksi, Produktivitas Dan Jumlah Petani Pemilik Tanaman TahunaN 

Perkebunan Rakyat Kabupaten Indragiri Hilir 

 

Komoditi Produksi (Kg) 

2020 2021 2022 

Kelapa Dalam 262,992,425 263,731,860 265,224,116 

Kelapa Hibrida 50,367,795 51,155,742 52,667,751 

Sumber : Data Terpilah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 2023 

Jumlah produksi tidak mengalami peningkatan yang besar salah satunya 

karena luas Perkebunan Kelapa milik petani tidak sebanding dengan produktivitas 

kelapa yang ada. Hal ini disebabkan karena banyaknya tanaman kelapa milik 

petani yang sudah rusak. Kerusakan tanaman kelapa dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor seperti perawatan yang kurang baik sehingga terserang OPT, 

terbatasnya sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tanaman 

(OPT) dan masih terbatasnya tenaga Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman 

(POPT), Terdegradasinya kemampuan lingkungan di dalam menahan laju 

infiltrasi (intrusi) airlaut, sehingga luas kebun yang rusak dan kritis semakin 

banyak, besarnya biaya untuk melakukan peremajaan dan masih rendah nya harga 

kelapa dan masih rendahnya tingkat kemampuan petani dalam melakukan 

perbaikan / pemeliharaan sarana, prasarana dan infrastruktur kebun. 

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, 

tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan 

isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui berbagai 

pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian 
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sasaranpembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah 

Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, 

memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola 

dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus masalah Implementasi 

program dinas perkebunan dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa 

berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan 

Sarana Pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani perkebunan oleh 

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 

“Untuk mengetahui Implementasi Program Penyediaan dan 

Pengembangan Sarana Pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani 

perkebunan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

Manfaat Teoritis 

1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 
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informasi yang berguna di dalam pengambilan kebijakan straregi untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani kelapa Kabupaten Indragiri Hilir 

2 Penelitian ini diharapkan berguna sebagi suatu karya ilmiah yang dapat 

menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 

masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang 

tertarik dalam bidang penelitian yang sama 

Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah Sebagai dasar pengambilan kebijakan, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, bahan 

pertimbangan dan evaluasi terhadap penetapan kebijakan, terutama 

kaitannya strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani 

kelapa Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Bagi Peneliti Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan yang berkaitan dengan strategi pemasaran, sehingga wawasan 

dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Agar memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, penulis memberikan 

gambaran agar jelas terkait apa saja pembahasan disetiap bab melalui sistematik 

yang disusun melalui bab-bab susunan berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama dari penulisan proposal, yang antara lain 

berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Berisikan definisi, konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari 

buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti 

dan kajian- kajian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Objek Penelitian Menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas 

objek penelitian, dan struktur organisasi objek penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang diteliti. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik 

 

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan 

tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber 

daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, 

penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik 

diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi 

antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang 

mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan 

instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu 

seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, 

kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi 

kehidupan warganya. 

Pengertian lainnya, kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen 

resmi seperti perundang-undangan, dan peraturan peraturan pemerintah. Namun 

sebagian lagi mengartikan kebijakan publik sebagai pedoman strategi dan 

kerangka tindakan yang dipilih atau ditetapkan sebagai garis besar pemerintah 

dalam melakukan kegiatan pembangunan (Bakry, 2010). Kebijakan publik 

memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya perlu untuk dilakukan oleh 

pemerintah melalui berbagai alternatif penentuan langkah yang strategis untuk 
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mencapai sasaran pembangunan. Dunn (2001: 35) mengemukakan bahwa analisis 

kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang 

menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan 

informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga bisa dimanfaatkan dalam 

rangka memecahkan masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan (Laka 

& Sasmito, 2019). 

Dalam mewujudkan suatu produk kebijakan publik yang bernuansa 

kesejahteraan rakyat, masalahnya bukan hanya terletak pada kemauan politik 

nasional, tetapi juga pada pelaksanaan bertindak dari kemauan politik nasional 

tersebut. Hal ini penting, mengingat bangsa Indonesia merupakan masyarakat 

yang majemuk/plural. Pengertian masyarakat majemuk secara horizontal ditandai 

adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, 

agama, adat istiadat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal 

ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan kesenjangan yang cukup tajam antara 

masyarakat lapisan atas dan masyarakat lapisan bawah (Suryono, 2018). 

Pembuatan kebijakan publik harus dilakukan secara proporsional dengan 

menggunakan analisis dan metode yang benar sehingga dapat menghasilkan 

kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat. Untuk menghindari 

kebijakan publik yang justru kontra produktif dengan asas manfaat yang malah 

menghasilkan serangkaian masalah-masalah yang baru. Kita tidak dapat 

menafikan bahwa kebijakan publik tidak berada di ruang hampa karena dalam 

kebijakan publik terangkum kecenderungan-kecenderungan politis yang dimiliki 

oleh para aktor yang merumuskan sebuah kebijakan. Oleh karena itu sebagai 
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sebuah fakta, kebijakan publik tidak hanya memiliki fakta strategis dengan 

menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat 

melainkan juga terdapat fakta politis dimana aktor-aktor yang memiliki andil 

dalam perumusan kebijakan publik juga memiliki kepentingan khusus untuk 

dirinya sendiri. Maka dari itu sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak 

hanya memiliki sisi positif melainkan juga terdapat sisi negatif (Laka & Sasmito, 

2019) 

 

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik 

 

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan 

Sabatier (dalam Subarsono 2005) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat 

pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif atau 

keputusan badan Peradilan. ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi, yakni: 

1. Karakteristik Dari Masalah 

 

Pertama tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.Di satu 

pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti 

kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba 

naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, 

seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat 

masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu progam yang 

diimplementasikan, jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada 

masalah-masalah sosial yang ada jika, masalah sosial semakin besar maka tolak 
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ukur keberhasilan semakin sulit tercapai karena persoalan yang tidak dapat 

dipecahkanoleh pemerintah. Sub indikator: 

a. Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada 

b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran 

c. Presentase kelompok sasaran terhadap total populasi 

 

2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang 

 

Karakteristik kebijakan adalah kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin 

jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena 

implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. 

Sebaliknya, ketidak jelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi 

dalam implementasi kebijakan.jadi dalam karakteristik kebijakan berperan aktif 

bagaimana kejelasan kebijakan maka dapat memahami dengan mudah dan 

melaksanakan dengan mudah Lalu seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki 

dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih 

mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu 

perlu ada modifikasi. Jadi sebuah kebijakan harus memiliki dasar teoritis yang 

sudah teruji dengan baik dan menjadi dasar sebuah kebijakan. Sub indikator: 

a. Kejelasan Isi Kebijakan 

b. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis 

c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut 

d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar bebagai institusi 

pelaksana 

e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana 



18 

  

 

f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan 

g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi 

dalam implementasi kebijakan 

 

3. Variabel Lingkungan 

 

Lingkungan kebijakan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat 

kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif 

mudah menerima progam-progam pembaharuan dibanding dengan masyarakat 

yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan 

membantu dalam proses keberhasilan implementasi progam, karena progam- 

progam tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan 

teknologi modern. Sub indikator: 

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi 

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan 

c. Sikap dari kelompok pemilih 

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor 

Sumber: Teori Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul 

A.Sabatier Dalam (A.G Subarsono 2005) 

 

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik 

biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan 

tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal 

(cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan 

penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal 
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formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk 

produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi 

juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan 

aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi 

kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), 

aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang 

digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang 

dikehendaki. 

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna 

implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya 

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik 

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian- kejadian”. 

Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap suatu 

proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome). Berangkat dari logika 

pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai 

suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisions) dan tindakan 

(actions) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan 

legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. 

Menurut Van Meter dsn Van Horn, 1975 dalam Leo Agustino (2006:139) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan 
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baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Daniel Mazmanian 

dan Paul Sabater mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, 

namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan 

tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 

tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukan 

atau mengatur proses implementasinya. 

2.2 Implementasi Program 

Program dalam (Rosina Sinulingga, 2004) merupakan unsur pertama yang 

harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di 

penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat 

yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa 

hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam 

kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan 

program tersebut telah gagal dilaksnakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di 

implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur 

pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena 

pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggunujawab dalam 

pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54). 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program ádalah 

tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat 

terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan 

penerapan. Gunakan mencapai tujuan impementasi program secara efektif, 

pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan 

sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang 

diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang 

kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4). Untuk 

mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta 

terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi 

pelaksanaannya. 

2.3 Evaluasi 

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang 

dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya 

agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

dapat terselenggarakan. Dapat diartikan, evaluasi adalah suatu proses 

perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai 

dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Beberapa pengertian evaluasi 

menurut para ahli: (Djaali & Muljono, 2008) pengertian evaluasi adalah proses 

memperhitungkan sesuatu yang berlandaskan kriteria atau tujuan yang sudah 

ditetapkan yang selanjutnya diiringi dengan pengambilan keputusan atas obyek 

yang dievaluasi. Menurut (Munthe, 2015) mengatakan bahwa: “evaluasi sebagai 
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riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang 

bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya 

dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil 

keputusan mengenai objek evaluasi” 

2.4 Rencana Strategis (RENSTRA) 

Rencana strategis (strategic planning) dalam (Handoko, 2003) adalah proses 

pemilihan tujuan-tujuan organisasi; penentuan strategi, kebijaksanaan dan 

program program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan 

penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjaga bahwa strategi dan 

kebijaksanaan telah diimplementasikan. Secara lebih ringkas perencanaan 

strategik merupakan proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan 

digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Kemudian Taylor dalam (Ramli, 2014) mengatakan bahwa perencanaan 

strategis dipandang sebagai metode untuk mengelola perubahan yang tidak dapat 

dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan 

komplektisitas lingkungan yang seringkali erat hubungannya dengan kepentingan 

organisasi. Akan tetapi ia juga suatu metode untuk mengambil komplektisitas 

lingkungan internal yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan oleh 

setiap unit kerja dalam organisasi. Sedemikian besar peran dari perencanaan 

strategis itu sehingga ia tidak dapat di delegasikan. Apabila terjadi pendelegasian 

dari eselon atas ke eselon bawah dan sekaligus menghilangkan partisipasi aktif 

mereka, maka tekanannya menjadi planning proses menjadi plans book. 
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Perencanaan strategis memiliki manfaat yang besar bagi organisasi sektor 

publik agar lebih efektif dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya sebuah 

perencanaan strategis maka organisasi dapat mempersiapkan tindakan-tindakan 

terbaik apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada 

tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, 

yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun 

sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Dokumen 

RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri 

Hilir Tahun 2018- 2023 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2). 

Dengan demikian jelaslah bahwa perencanaan merupakan suatu fungsi yang 

sangat pokok dalam organisasi. Perencanaan sudah sangat sering dikatakan 

sebagai fungsi yang paling mendasar. Perencanaan selalu menyajikan penentuan 

tujuan organisasi dan yang disertai dengan cara meraih tujuan tersebut. 

Perencanaan senantiasa dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan berbagai 

aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan oganisasi tersebut. Perencanaan 

mampu membuat setiap orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dan 

memahami tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. 
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Adanya perencanaan yang baik akan membuat semua aktivitas yang 

diakukan menjadi terarah dengan baik pula. Jika semua aktivitas yang dilakukan 

sudah dijalankan sebagai mana mestinya maka keberhasilan mencapai tujuan 

sudah ada di depan mata. Jadi sudah jelaslah bahwa keberhasilan sebuah 

organisasi membuat perencanaan yang baik merupakan suatu usaha untuk 

mencapai keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa perencanaan mutlak harus ada dalam setiap 

organisasi (Rusniati & Haq, 2014) 

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan 

RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas 

PerkebunanKabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut diatas, 

Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir juga 

menyesuaikan nomenklatur terikini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri 

Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun 2022 Nomor 2). 

Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya 

akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan 

sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 
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Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Perubahan Renstra 2018 - 2023 | Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir). 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan. Dari 

penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang 

sama. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

1. Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Volume 5 

Nomor 1 (2021) Atas Nama Reskika Sari yang berjudul Strategi 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga 

Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Dikecamatan Batang 

Tuaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan 

pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga stabilitas harga 

guna meningkatkan kesejahteraan petani kelapa khususnya Di Kecamatan 

Batang Tuaka dan juga untuk mengetahui apakah strategi tersebut 

berdampak pada kesejahteraan petani tersebut. Jenis pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian   ini   adalah   pendekatan deskriptif kualitatif 

dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Penelitian menggunakan teori strategi (Analisis SWOT) dan 

teori kesejahteraan sosial menurut Midgkey. Hasil dari penelitian ini untuk 

menjaga stabilitas harga kelapa, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 
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telah membuat strategi diantaranya adalah satu membuat sebuah regulasi, 

kedua melakukan penguatan terhadap petani kelapa dan yang ketiga atau 

terakhir divertifikasi produk olahan dari kelapa. Dampak dari strategi   

yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan 

Batang Tuaka jika dilihat tiga elemen utama kesejahteraan sosial 

menurut Midgley (kehidupan sosial masyarakat, pemenuhan kebutuhan 

masyarakat, dan pengembangan diri masyarakat) sudah berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batang Tuaka namun memang 

belum signifikan karena beberapa faktor penghambat antara lain 

pengembangan divertifikasi produk kelapa belum maksimal, kurangnya 

perusahaan yang mengakibatkan harga kelapa belum bisa dibeli dengan 

harga mahal, monopoli perdagangan dan masih banyak tanaman rusak 

dan mati yang mengakibatkan produktivitas kelapa menurun. 

2. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5 No 1 Atas Nama Havida 

Zein dengan judul Strategi Pemerintah Kota Sabulussalam dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani . Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani 

Kota Sabulussalam berdasarkan kesepatakan bersama yang hang telah 

ditetapkan. Adapaun hambatan dan kendala yang dihadappi oleh 

Pemerintah Kota Sabulussalam adalah masalah dalam anggaran yang 

terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
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2.6 Defenisi Konseptual 

Defenisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang 

karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang 

telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan defenisi konseptual dari masing- 

masing variable sebagai berikut : 

1. Program adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode 

skema, maupun bentuk lain, dimana apabila dijadikan satu dengan 

media yang bisa dibaca oleh computer akan mampu membuat komputer 

bekerja untuk melakukan fungsi khuss termasuk persiapan dalam 

merancang instruksi tersebut. 

2. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

3. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber 

daya manusia produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan 

pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. 

4. Kelapa adalah suatu jenis tumbuha dari suku aren-arenan atau Arecaceace. 

Tumbuhan ini memiliki manfaat yang banyak,hamper semua bagiannya 

dapat dimanfaatkan oleh manusia sehingga daianggap sebagai tumbuhan 

serba guna. Kelapa secara alami tumbuh didaerah pantai sampai 

pegunungan mencapai ketiggian 30 M. 

2.7 Konsep Operasional 

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir guna peningkatan 
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kesejahteraan petani perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir , yang dilandaskan 

pada pada Renstra 2018 - 2023 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dalam Renstra tersebut terdapat program penyediaan dan pengembangan sarana. 

Akhirnya akan berakibat pada: Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan 

kelapa Kecamatan Gaung Desa Belantaraya Kabupaten Indragiri Hilir oleh Dinas 

Perkebunan.  

Agar konsep dan data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus 

dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variable atau sesuatu 

yang mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional dari variable-variabel 

penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi Kebijakan 

Menurut Daniel A. 

Mazmanian dan Paul A. 

Sabatier 

Karakteristik Dari 

Masalah 

a. Tingkat Kesulitan 

Teknis dari 

masalah yang ada 

b. Tingkat 

kemajemukan dari 

kelompok sasaran 

c. Prosentase 

kelompok sasaran 

terhadap total 

populasi 
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Karakteristik 

Kebijakan/Undang- 

Undang 

a. Kejelasan Isi 

Kebijakan 

b. Seberapa jauh 

kebijakan 

memiliki 

dukungan teoritis 

c. Besarnya alokasi 

sumberdaya 

financial terhadap 

kebijakan tersebut 

d. Seberapa besar 

adanya 

keterpautan dan 

dukungan antar 

 

  bebagai institusi 

pelaksana 

e. Kejelasan dan 

konsistensi aturan 

yang ada pada 

badan pelaksana 

f. Tingkat komitmen 

aparat terhadap 

tujuan kebijakan 

g. Seberapa luas 

akses kelompok- 

kelompok luar 

untuk 

berpartisipasi 

dalam 

implementasi 

kebijakan 
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Sumber : Teori Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan 
Paul A. Sabatier Dalam (A.G Subarsono 2005) 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir penelitian akan memberikan arah yang dapat dijadikan 

pedoman bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kerangka berfikir 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variable penelitian 

dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapaun kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini : 

 Variabel Lingkungan a. Kondisi sosial 

ekonomi 

masyarakat dan 

tingkat kemajuan 

teknologi 

b. Dukungan publik 

terhadap sebuah 

kebijakan 

c. Sikap dari 

kelompok pemilih 

(constituency 

groups) 

d. Tingkat komitmen 

dan keterampilan 

dari aparat dan 

implementor 
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Terlaksananya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Untuk 

Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkebunan Kelapa 

Variabel lingkungan 

(nonstatutory variables 

affecting implementation) 

Karakteristik 

kebijakan/undang-undang 

(ability of statute to 

structure implementation) 

Karakteristik dari 

masalah (tractability of 

the problems) 

Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana PertanianUntuk Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Perkebunan Kelapa Oleh DinasPerkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yang bersifat kualitatif dan 

merupakan penelitian lapangan. Selanjutnya menurut Sukmadinata 

mendefenisikan bahwa metodologi kualitatif adalah kontruktivisme yang 

berasumsi bahwa kenyataan utu berdimensi jamak, interaksi dan suatu pertukaran 

pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif 

percaya bahwa kebenaran adala dinamis dan dapat ditemukan hanya melaui 

penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial 

mereka. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu: 

a. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai data sumber data 

peristiwaperistiwa yang telah terjadi dalam situasi sosial merupakan kajian 

utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi kelokasi tersebut memahami dan 

mempelajari situasi, studi di lakukan pada saat interaksi berlangsung di 

tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat dan bertanya. 

b. Memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh sebagai hasil 

pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan 

lapangan, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. 

c. Tekanan pada proses bukan hasil. Data informasi yang diperlukan berkenaan 

dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkapa proses 

bukan hasil suatu kegiatan. 

d. Bersifat Induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi 
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dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, 

mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, 

menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan- 

kesimpulan dari proses tersebut. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian usaha 

tani kelapa muda di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada 20 Februari s/d Oktober 2023 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis penelitian pada penelitian ini meninakan metode  deskriptif 

kualitatif, dimana dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan 

untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis 

dengan fakta-fakta interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, 

serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada haakekatnya 

mencari pemahaman observasi. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif. 

Artinya data yang dikumpulkan   bukan   berupa   angka melainkan data tersebut 

berasal dari observasi, naskah wawancara, catatan dan dokumen resmi lainnya. 

Sehingga yang menjadi   tujuan   dari   penelitian kualitatif ini adalah ingin 

menggambarkan realita empiris dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan 

tuntas. 
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3.3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, penulis 

menggunakan dua metode yaitu: 

Sumber Data Primer 

Menurut Sugiyono (2020:193) data primer merupakan Sumber data primer 

atau sumber data utama adalah sumber data yang didapat secara langsung oleh 

pengumpul tanpa melalui perantara. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data 

secara langsung baik secara individu maupun kelompok, lisan maupun tulis. Data 

Sekunder, data penelitian yang diperoleh yaitu sumber secara tidak langsung 

melalui media perantara. 

Sumber Data Sekunder 

Menurut Moleong (2005: 159) data sekunder merupakan data tambahan 

yang berupa buku, majalah, Tabloid, arsip, atau dokumen pribadi yang tidak 

secara langsung diperoleh dari sumbernya, dapat berupa teori, pengembangan, dan 

hipotesis yang ditulis oleh orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Meskipun bukan data utama, data sekunder tidak dapat di abaikan 

karena data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi 40 saling 

melengkapi data primer. 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang atau pihak yang berkaitan dengan 

penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai berbagai kondisi yang ada 

dilokasi penelitian sehingga dapat memberikan data yang akurat kepeda peneliti. 

Informan pada penelitian ini. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan 
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penelitian meliputi beberapa macam yaitu: 

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan 

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. 

3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi 

walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. 

4. Menurut Koentjaraningrat (1986) dalam Gunawan Imam (2015:166) 

Informan pertama yang ditunjuk karena memang benar-benar ahli atau yang 

memiliki pengetahuan tentang unsur masyarakat atau kebudayaan yang 

diperlukan itu disebut informan kunci (key informan). 

           Dalam menetapkan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. 

Menurut Sugiyono (2017) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti dalam 

menentukan informan kunci sesuai dengan kriteria dalam penetapan informan 

kunci yaitu seseorang yang mengetahui 46 seluk beluk dan dapat memberikan 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 

          Informan dalam penelitian ini yakni seseorang yang bias memberikan 

informasi tentang keadaan dan situasi terkait dengan rencana strategis Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun informan pada penelitian ini 

adalah Kepala Dinas, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi 

dan Perlindungan, dan Petani kelapa di Kecamatan Pelangiran Kabupaten 

Indragiri Hilir 
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Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

 

No. Nama Jumlah 

1. Kepala Dinas 

Perkebunan 

1 Orang 

2. Sekretaris 1 Orang 

3. Kepala Sub Bagian Alat dan 

Mesin 

Pertanian 

1 Orang 

4. Masyarakat 4 Orang 

Sumber : Olahan Peneliti, 2023 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Tahap berikutnya adalah metode pengumpulan data yang merupakan 

cara untuk memperoleh tujuan. Cara pertama ini digunakan setelah peneliti 

memperhitungkan kemajuana ditinjau dari tujuan serta situasi penelitian. 

Sedangkan untuk mengelola data yang baik dan akurat dipergunakan beberapa 

metode, yaitu: 

1. Pengamatan (Observation), 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Metode ini digunakan sebagai langkah awal dengan 

melihat secara langsung obyek penelitian guna mendapatkan data yang 

diperoleh. Data tersebut antara lain berupa data tentang kondisi usaha kelapa 

di di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir berfokus pada tingkat 

kesejahteraan petani. 

 



37 

  

 

2. Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dan informasi langsung dari 

responden mengenai permasalahan yang dikaji melalui wawancara. Metode 

wawancara ini digunakan untuk mengetahui hubungan dengan sumber data, 

melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Interview 

ini dilakukan mendalam tetapi bersifat luwes, susunan kata-kata dalam setiap 

pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kondisi saat wawancara mengenai strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

para petani terhadap usaha kelapa dalam bentuk di Kecamatan Pelangiran 

Kabupaten Indragiri Hilir 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel 

dari seseorang. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari 

catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti 

untuk memperkuat hasil penelitian. Dimaksudkan yaitu untuk memperoleh 

data tertulis dari masyarakat di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri 

Hilir sebagai sasaran objek penelitian. strukur organisasi dan data- data 

(dokumen) tentang pemasaran kopra yang diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Data Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahanbahan 

lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Dari penjualan tersebut dapat dipahami bahwa data telah 

didapatkan di lapangan kemudian diolah sesuai keperluan dari penelitian baik 

tabulasi ataupun diberi kode sesuai kebutuhan. Data yang didapatkan dari 

observasi disiapkan untuk menganalisis dari data terkumpul melalui wawancara 

dan data yang didapatkan dari wawancara dioleh untuk menambah bahan dari 

paparan hasil penelitian.  

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih 

lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih 

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang 
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meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Menarik Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Dinas Perkebunan 

4.1.1 Pengertian Dinas Perkebunan 

Gambaran umum Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 

dilihat dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsinya, untuk mencapai target dan 

kinerja yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan 

Kabupaten Indragiri Hilir yang mengaju pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. 

Kabupaten Indragiri Hilir secara geografis terletak di bagian selatan Provinsi 

Riau. Mata pencarian utama penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 

berkebun kelapa. Sejarah mencatat bahwa tanaman kelapa telah lama 

dibudidayakan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah kedatangan 

Tuan Guru Syekh Abdurrahman Shiddiq al Banjari, Mufti Kerajaan Indragiri, 

beliau mempelopori pembuatan parit (kanal air) yang terkenal dengan nama Parit 

Hidayat. Secara teknis pembuatan parit sangat tepat diterapkan dalam budidaya 

tanaman perkebunan di lahan gambut. 

Adapun nama-nama pimpinan pertama sampai sekarang Dinas Perkebunan 

Kabupaten Indragiri Hilir: 

- Suparto Broto 

- Sopyan Arahab 

- Ramli Walid 
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- Silaban 

- Syafrinal Haidi 

- Ir. H. Kuswari, MP 

- Drs. H. Mukhtar T, MM 

- Drs. Tantawi Jauhari, MM 

- Drs. H. Eddwan Shasby, MM 

- Drs. H. Sirajuddin, MM 

4.2 Tugas Pokook dan Fungai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 

4.2.1 Dinas Perkebunan  

Pasal 8 

(1) Dinas Perkebunan menyelenggarakan tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian lingkup bidang 

perkebunan yang menjadi kewenangan daerah 

(2) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prarana dan 

Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan 

dan Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan; 

b. pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pariwisata, Bidang Prarana 

dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang 

Pengolahan dan Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Prarana dan 

Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan 
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dan Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan; 

d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Prarana dan Sarana, 

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan 

Pemasaran, serta Bidang Penyuluhan; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Sekretariat  Pasal 9 

(1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait 

perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang 

milik daerah, serta umum dan kepegawaian. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam 

pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan 

Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan; 

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur 

perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik 

daerah, serta umum dan kepegawaian; 

c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, 

perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan 

kepegawaian 

d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, 
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keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum 

dan kepegawaian; 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, 

keuangan dan perlengkapan, Sekretaris dibantu oleh Kelompok JF. 

Subbagian Umum dan Kepegawaian 

 Pasal 10 

Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: 

a. penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian 

tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok JF pada Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

c. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur 

pelayanan umum dan kepegawaian; 

d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Perkebunan; 

e. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta 

kegiatan keprotokolan; 

f. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi 

untuk  kepentingan masyarakat; 

g. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Perkebunan; 

h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, 
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keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Perkebunan 

i. pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain 

karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan 

cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir 

pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian 

Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi 

dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa 

Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, 

dan evaluasi jabatan; pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya 

j. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan 

pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip; 

k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan,   evaluasi

 danpenyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum 

dan Kepegawaian; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

tugasnya. 

 

Bidang Prasarana dan Sarana  

Pasal 11 

(1) Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan tugas yang terkait dengan 

lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi: 
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a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana 

program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana; 

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur 

lingkup Bidang Prasarana dan Sarana 

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana, antara lain meliputi 

lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi; 

d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan prasarana dan 

sarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait; 

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana dan 

Sarana; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang 

Prasarana dan Sarana dibantu oleh Kelompok JF. 

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan 

Pasal 12 

(1) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan menyelenggarakan tugas 

yang terkait dengan perbenihan, produksi, dan perlindungan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Perbenihan, Produksi dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana 

program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan 
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Perlindungan; 

b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur 

lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan; 

c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, 

antara lain meliputi perbenihan, produksi, dan perlindungan; 

d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perbenihan, 

produksi dan perlindungan dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat 

Daerah terkait; 

e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbenihan, 

Produksi dan Perlindungan; dan 

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan dibantu oleh  

Kelompok JF. 

4.3 Visi Dan Misi Dinas Perkebunan 

Visi 

Terwujudnya Agribisnis Perkebunan yang Produktif, Efesien, Berdaya Saing Dan 

Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 

Misi 

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perkebunan secara produktif, 

efektif dan efesien untuk menjamin ketersediaan produk perkebunan dan 
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kelestarian lingkungan hidup. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perkebunan dalam rangka 

menghasilkan produk perkebunan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. 

 

4.4 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya mengenai Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan 

Sarana Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Oleh Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa 

wawancara,studi dokumentasi, dan observasi yang peneliti lakukan mengenai 

pengimplementasian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana melalui 

Teori Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Tujuan pengimplementasian Program Penyediaan dan Pengembangan 

Sarana Pertanian belum tercapai sepenuhnya secara angka. Namun tidak 

dapat dipungkiri dampak program penyediaan dan pengembangan sarana 

pertanian bagi petani kelapa sudah cukup terasa dan membawa dampak 

positif bagi masyrakat Indragiri Hilir. Dalam proses pengimplementasian 

program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk petani 

kelapa di Indragiri Hilir masuk dalam kategori permasalahan yang mudah 

untuk diselesaikan. Hal ini dapat digambarkan melalui kategori: 

Kemiskinan. 

2. Dengan meningkatnya produktivitas kelapa maka ekonomi petani akan 

meningkat juga dan angka kemiskinan bagi petani kelapa akan menurun. 

Dapat dijelaskan program penyediaan dan pengembangan sarana oleh 
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Dinas Perkebunan Indragiri Hilir terealisasi dengan baik yang mana dapat 

ditunjukan dengan berkurangnya angka kemiskinan di Indragiri Hilir. 

3. Dalam hal ini proses pengimplementasian program penyediaan dan 

pengembangan sarana pertanian untuk petani di Kabpaten Indragiri Hilir 

memiliki kebijakan yang jelas dan terukur dalam Program dalam Renstra 

Perubahan Dinas Perkebunan 2018 - 2023 terdapat pada Permendagri 13 

tahun 2006 sesuai visi dan misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang 

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan. Rencana program 

prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD 

sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya 

dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas 

tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini 

didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas 

Perkebunan. 

4. Dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah 

keuangan/modal. Sumber dana berasal dari Pemerintah Daerah, diteruskan 

melalui Rencana Strategi dengan jumlah Rp. 45.000.000.00 per 

kecamatan, setiap kecamatan ada 5 desa, jadi pengimplementasian 

program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian untuk petani bisa 

terlaksana dengan maksimal. 

5. Salah satu faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah 

adanya komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. 

Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu 
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peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta 

dipatuhi oleh sasaran dari kebijaan tersebut: Komitmen dari Dinas 

Perkebunan, Dukungan Publik Terhadap Sebuah Kebijakan, Tingkat 

Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Rencana Strategis 

(RENSTRA) 

Perencanaan strategis memiliki manfaat yang besar bagi organisasi sektor 

publik agar lebih efektif dalam melakukan suatu tindakan. Dengan adanya sebuah 

perencanaan strategis maka organisasi dapat mempersiapkan tindakan-tindakan 

terbaik apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pada 

tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, 

yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan 

RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas 

Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra 

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini nantinya akan menjadi pedoman 

dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, 

sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri 

Hilir (Perubahan Renstra 2018 - 2023. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa hal penulis sarankan dan 

semogakan dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua 

tanpa terkecuali, kemudian saran yang dapat penulis berikan adalah : 

1. Peneliti mengharapkan Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan 

sarana pertanian di bidang sarana dan prasarana perkebunan yang ditangani 

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir meliputi yang aspek pengelolaan 

lahan dan air, aspek Pembiayaan dan Investasi dan aspek sarana dan alat 

mesin perkebunan Seluruh pembangunan di bidang Prasarana dan sarana itu 

dilaksanakan dengan baik agar teknologi perkebunan tepat guna sehingga 

dapat mensejahterakan para petani perkebunan yang ada di Kabupaten 

Indragiri Hlir. 

2. Peneliti berharap agar penerima Program Penyediaan dan Pengembangan 

Sarana yaitu Kelompok Tani agar menggunakan bantuan yang diberikan 

dengan arif dan bijaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diatur 

agar masyrakat lebih berkembang dan sejahtera. 
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Wawancara Peneliti  Bersama Kepala Pengawas Alat Dan Mesin Pertania 

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir 
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LAMPIRAN 

 

 

PANDUAN WAWANCARA 

 
Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. 

Sabatier 

 
1. Karakteristik dari masalah (Tractability of the problems) 

a. Menurut bapak/Ibu apa problem (masalah) yang terjadi sebelumnya sehingga 

menyebabkan keluarnya kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana 

pertanian? 

b. Apa yang menjadi pertimbangan awal terbitnya kebijakan penyediaan dan 

pengembangan sarana pertanian? 

c. Apakah kebijakan tersebut langsung diimplementasikan setelah adanya 

kebijakan tersebut? 

d. Apakah setelah kebijakan tersebut di implementasikan banyak petani- petani yang 

merasa terbantu oleh kebijakan tersebut? 

e. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut? 

f. Menurut bapak/ibu apakah tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai sesuai 

dengan apa yang di harapkan? 

g. Bagaimana perubahan perilaku dari kelompok sasaran yang diharapkan apakah 

sudah sesuai dengan kebijakan yang ada? 

 
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (Ability of statute to structure 

implementation) 

a. Menurut bapak/ibu apakah didalam kebijakan mengenai kebijakan tersebut sudah 

cukup jelas aturan-aturan nya misalnya mengenai biaya dari biaya penyediaan 

dan pengembangan sarana pertanian tersebut di tanggung siapa? 
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b. Bagaimana cara para stakeholder untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut 

kepada mereka para petani kelapa? 

c. Apakah akses mereka para petani untuk ikut berpartisipasi dalam 

mengimplementasikan kebijakan tersebut juga di dukung? 

d. Seberapa besar dukungan dari para stakeholder untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut? 

e. Apakah pihak petani menerima dengan baik kebijakan penyediaan dan 

pengembangan sarana pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir? 

f. Apakah selama ini ada terjadi hambatan bagi pelaksana dalam penyediaan dan 

pengembangan sarana pertanian ? 

3. Variabel lingkungan (Nonstatutory variables affecting implementation). 

a. Bagaimana respon dari sasaran kebijakan tersebut (Petani) atau bahkan respon dari 

masyarakat sekitar? 

b. Apakah ada kendala yang terjadi ketika mengimplementasikan kebijakan tersebut 

? 

c. Bagaimana komitmen mereka para petani tersebut dalam 

mengimplementasikannya? 

d. Sejauh ini apakah ada terjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut? 

e. Bagaimana perasaan petani ketika sudah adanya program penyediaan dan 

pengembangan sarana pertanian tersebut? 
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